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KATA SAMBUTAN

Kchiaiupan hukum dan berhukum kita masth dalam proses yang
menjadi. Keinginan untuk membangun sistem hukum yang
mandiri sesungguhnya telah diamanatkan oleh para pendiri negara inl yang
dituangkan dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945,

Keinginan membangun hukum seperti itu juga diikuti oleh
pembangunan dan pemantapan fungsi penegakan hukum melalu keberadaan
aparat penegak hukumnya. Dan pada tahap akhir barulah terkait dengan
pembantukan moral hubum melalui budaya masyarakatnya,

Ragam tulisan dalam buku ini ditulis oleh para sahabat dan mahasiswa
vanyg secara khusus diharapkan menjadi titik balik perenungan 50 Tahun usia
sayva, Ketika mercka menyodorkan tulisan-tulisan ini saya tidak bisa
menolaknya, sebab mereka adalah pemilik negen ini dan pemikirannya
semuanya bertumpu pada keinginan untuk membelajarkan hukm dan sistem
hukum dalam sebuah negara hukum yaitu Negara Hukum Indonesia.

Budi baik dar sandara De. Firman Muontago, 5.H., M.Hum, seorang
sahabat yang pernah berulangkali mempereniangkan dan membahas tentang
kepelisahannva memaknai “kehidupan huloumn™ dan berhukum di negeri ini,
akhirmya memperkust keyakinan sava balwa yang bersangkutan layak untuk
sava berikan tugas menata kembali tlisan-tulisan vang terhimpun dari para
kolega dan mahasiswa saya menjadi buku sehingga hadir di tengah-tengah
pembea sckalian,

Kehadiran kebesaran Tuhan vang masih memberikan kekuatan dan
usia setenpah abad, bapi sava, harus saya maknai sebagai kesempatan untuk
sernakin ikhlas berbagl, mendiskusikan, daninembelajarkan hukum kepada
siapa saja. Sebagian dari penulis dalam buku ini sudah purna belaar karena
derajatnva sudah pada strata tertinggi yaitu Strata 3 {doktor), Saya berharap
tulisan-tulisan mereka akan menjadi semakin berlumpu pada derajal
kedoktorannva, sehingga pada satnya nant! akan mencapai puneak penespain



tertinggi vastu derajat gura besar, Sava menganggap mereka itu sudah siap
berproses. Sebagian lainnya para penulisnyi berasal don Steata 2 dan Strata
1 Tubsan mereka menjads sarana awal mengembanghan daya nalar dan
kritisrya dan wadah untuk mengasah ketrampilan analisisova sehingga menck
yuga akan sampai pada pencerhan dan perenunpan tentang hukum dan sistem
hukum di negen ini kelak

Tenmakasih kepada berbagai pibak vang menginspirasi pensujudan
kratik sava dalam beragas pithak don di beebogai kesempatan, dumana saya
ingin para sahabat saya, mabasiswa saya dan siapa saja memberdayakan
bucdaya menulis, bahkan menulis sampah sekalipun, daripada akhimya menjadi
samipah karena tidak pernah menulis. Tentu menulis di bidang hukum yang
kebih menginspires saya kiarena sesungguhanya kehidupan hubum dan berbukum
kita, sedang kita tuliskan secara bersama-sama.

Bandarlampung, % November 2012

Prof. Dr. | Gede AB Wiranata, S.H.. M.H.
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PENGANTAR EDITOR

udah sejak lama dipibami dian dimengerti bahwa kehidupan

berhubkurn dan hukurm ite sendiri tidak pemah bersih dari realitas
sosial yang diatumya. Selalu saja ada bias antara hukum dalam perspektif
teks dan konteksnya.

Realitas seperti it memperiunjukkan babwa ada sejumlah faktor
internal dan eksternal yang mempengaruhi keberadaan dan tercipta, serta
berkembangnva hukum datam hampir semua strukoor dan strata masyarakat.

Buboa ini memuat tulisan vang berbasiskan pada kajian kritis fenomena
bukurn dian berhukum di sebuah negara huboamn yang bernama MNegam Hukum
Indonesia, Dituliskan oleh para akademisi dan habitatnya, yait penulis yang
berbasis pada Strata 3 {Alumni Program Doktor Thmu Hulum dan sebagian
di antaranya masih bergelut dalam penyelesaian studi doktor)). Strata 2
{Magister Hukum dan sehagian juga masih dalam proses penyelesaian derajat
Magister [lova Hukuin), dan Strata [ (yang masih dalam proses menjadi).
Keseluruhan penulisnya merupakan pencenminan betapa kajian hukaun bagai
mereka masth merupakan lahan vanp cukap luas untuk dikaji sebab pada
dasarmya hukum dan il hukum dimensinya memang teramat luas,

Buku ini ditvliskan sebagai kado ulang tahun Prof, Dr 1 Gede AB
Wiranata, S.H., M.H. vang ke 30 Tahun. Sebagai seorang sahabat, teman
seperguruan pada jenjang program doktor di Universitas Diponegoro
semarang juga ternan dalam berbag sekaligus seomng kakak, saya memperoleh
keseimpatan yang membahagiakan menyelekst sekaligus mengedit kumpulan
sagrasan din para mahasiswanya, kolega belian sehingga menjadilah buku ini.
Adla sebagan tulisan yang dengan berbagai perimbangan tidak disertakan
dalam buku ini salah satunya karena kendala keterbatasan wakie dan
terlambatnya naskah diterima, Semoga ini tidak menmibulkan kekecawaan
bugi para penulis vang bersanghutan.



Secam keselunthan naskah im dituhskan schagai sebuah persembahan
dab vang bisa sajadinyatakan mewakih dan sekian banyak persoalan hukum
vang saat inemasih menupakan dicruma nwenarik dan konstruksi sebaab negars
Indonesia yang sarat dengan problematikanya sendin dibandingkan dengan
negara lain. Kajian hukum dan masyarakat, hukum pidana, Kepeparan dl
Tulisan ini juga bisa dinvatakan mewakili beberapa “penemsi™ karena ditulis
oleh para penuliz vang sebagian masih sedang “menjadi” sarjana, magister
bahkan doktor dalam bidang hukum, Sungguh sustu fenomena vang menarik,
sebagaimana Prof, Gede yang selalu merendah dan menjadi teman berbagi
pada berbagai strata vang diasubinya, sehingiza para mahasiswanya tidak pemah
menganggap beliau sebaga seorang mahaguru vang ditakuti, namun lebih
schagai sahabat, menjadi seorang lempat berdiskusi dan berbagi ilmu.

Selamat ulang tahun sahabat, kakak, dan gure ku, Tetaplah menjadi
din sendir, berkarya dan mengabidi pada negeri. Usia setengah abad tertandai
dengan maraknya karva para sahabat lain yang dipersembahkan kepada negeri
ini, semoga akan menjadi *sebuah taman dengan seribu bunga™ gagasan yang
akan memperkaya wacana bagi para penstudi hukum dan ilmo hukum. Semoga
kami akan mampu menjadikan mu suri tauladan.

Tiada gading vang tidak retak. Bunga rampai ini dipersembahkan
kepada pembaca dengan berbagai kekurangannya. Semoga ada manfaatnya,

Palembang, 9 November 2012

Dir. Finmian Muntago, S H., M.Hum
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BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN RONALD

DWORKIN DALAM KONSTITUSIONALISME DAN
i PENGARUHNYA TERHADAFP
KONSTITUSIONALISME INDONESIA

Rudy

A, Pendahuluan

Konstitusionalisme merupakan konsep fransplant dari barat vang
menyehar ke selunsh dunia termasuk Asia sebagai bagian dari misi penyebaran
doktrin negam hukum rule of Taw!. Dimulai szjak era 1990an, sehagnan besar
dari Nepara eropa timur mulai melalukan refoermasi hukum lermasuk
mengamandemen konstitusi merekn; Sehagian besarnepara-negar di Amerika
Latin telah mengakui kebutuhan akan rule of law dalam sebuah reformas
hukum dan mulai melakukan langkah-langkah menuju rade of fow. Di Asia,
konstitusionalisme merupakan bagian dari paket reformasi hukum untuk
mendukung keberhasilan reformasi hukum yang berkaitan dengan investasi
dan ckonomi pasar’.

Pada dekade 1989 sampai dengan 1999, tidak kurang 95 negara
anggota PIB melakukan amandemen terhadap konstitusi masing-masing
negara dan tidak kurang dari 60 negara mengadopsi konstitus: yang benar-
benar bary. Kurang lebib 92 nepara unggota PBB mengadopsi HAM ke
dalam konstitusi dan 70 negara mengadopsi consriturfonal review: Pada

' Lilsat Thiemins Carothars, Fufe of Law [Lesvivnl Fow EAH Tt 37, 20 hlnech' A :'II'I| 1im
S bl
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masa ini. rekonstruksi konstitus sanpat kental sebagai hasil dan propaganda
ridde of law',

Narmun demikian, definis konstitusionalisme tdak permah derdefineskan
dengan jelas terutama dalam studi-studi konstitusionatisme di Asia. Paling
tidak terdapat 2 {dua} aspek pikiran barat tentang husum yang masuk ke
dalam diskusi konstitusionalisme yaito aspek prosedural berupa perlindungan
institusional terhadap diktatonisme di satu prhak dan nilai substantif vang
berdasarkan hukum alam di lan pilhak”.

Carl Friedench® menegaskan balvwa konstisionalisme mensyaratkan
prinsip pemisahan kekuasazan, akuntabilitas dan pemenntah dan jamiaran hak
asasi manusia. Charles Howard Mclllwain dalarm kesimpalannya menyvatakan
bahwz konstitusionalisme mempunyai esensi yang khusus: merupakan
pembatasan terhadap pemerintah, antithesis dan kesewenang-wenanpan dan
kebalikan dari despotisme®, Mark Tushnet” berpendapat bahwa komponen
konstitusionalisme meliputi: kemitment terhadap nule of law, peradilan yang
independen, dan pemilihan ummum yang bebas dan terbuka.

Meskipun aspek prosedural dari konstitusionalisme secara umun
dipaharni sebaga produk dan tradisi hukum anglo saxon atau common law,
traisi hukum eropa kontinental juga mempunyad bangenan hukum yang serupa
dalam bentuk rechistaat atau pemerintahan berdasarkan hukum, Konsep
konsoiusionalisme dalam tradisi hulum eropa kontinestal berkaitan erat dengan
rechtstaat. Berdasarkan konsep rechistant, tindakan negara dan pemerintah
harus berdasar dan dibatasi oleb bukum®, Konstisionalisme berdasarkan
rechtstaat memipakan prakiek yang dipakai oleh negara-negar berbasis tradisi
hukum eropa kentinental termasuk Jennan, Jepang, dan Indonesia. Pada
dasamya, konstitusicnalisme berdasarkan rechtstaat dan rule of law adalaly

‘kevin E Davis Aand Michael 1 Teebibeack, The Relationship Between Law And Development:
Crpiimists Versus Skeptics, Law & Evonoonics Besearch Paper Series Working Paper Mo, DE-
2, Moy 2008, Mew York University Schoad OF Law

! Brephen M. Griffin, Constittionalism in the United States: From Theory o Pelitics Ouford
Teurmal of Legal Sradies, Vol [, Mo, 2 (Summer, 1990)

bz Budiardje, 1991, Dasar-doser me Pobitik “Political Prisciples™, Jkooa: Gramiedia,
* {harles Howard Molllwain, Constitutionalizm Asclent and Modern, Camell Uriversity
Press 1947,

T®ark lushoeL Comperative Cansidutional L in The Oxford Handbaok of ["u||-:|3.,_1|;'|_:|-.-|_-
i, 200003,

! Libad Hons Kelzen, 2006, Teori Unum tentong Flubum ban Megarn "Creneral Theory of Liw
ani Stale”, Bandung: Modamicdin & Mions
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PrNSIp vange sami dikarenakan kedvuanva berasal dari satu abkar tradisi
jermiant

Selain prosedural aspek dari konstiwsionalisme, teedapat Lot
konstitusionalisme mengenai nilai substantive yang bisa dicapai meelalun
konstitusi, Paul W, Khan contohnya menyatakan bahwa konstitusionalisme
bukantah smgle set of trurhs, tetapi merupakan debatl vang ters-meneris
mengenai arti dan rule of Taw dalam kerangka demokrasi. Pada level lokal
dan nasional, debat ind berfokus pala ide kebebasan, kesaman, due process.
serta struktur pemerintahan representatif vang diperlukan guna mencapa dan
mewujudkan nilai-nilai ini®,

Mark Tushnet' juga menyuarakan duaelemen konstitusionalisme yang
sama. Dalam pemahaman Tushnet, saat ini terdapat dua dimensi"
konstitusionalisme saat ini yaitu institusi ataw struktur pemerintahan'® di satu
bagian dan hak asasi manusia di begian lain Menurut Tushnet™, aspek institusi
pada studi konstitusionalisme mencakup isu-isu yang san dengan apa yang
sering disebut sehagai “thin” version of rule of law, sedanghkan aspek hak
asasi manusia merpakan aspek yang biasa disebut sebagai “thick™ version af
rle of law", Konstitusionalisme dalam tahap ini serupa dengan aspek

*pPaul W, Kahn, Intersresation snd Authority in St Constituticnatizm, Harvird Law Beview,
Vol, 106, Mo, 5 (Mar, 1993)

" pdark Tushnet, op.ci

1" Beberapa akademisi membapi dimens int kedalam struclural constitutional law and the Law of
constimtional rights, linat Adrian Venneule Hume's Swcond-Best Constitutionalism, The
University of Chicape Law Review, Yal. 70, Mo, | Cendennlal Tribute Essays (Winter, 2003,
pp. 4201437

12 ek Jacksen and Mark Tughnet, Comparative Constitutional Low eds, 2045,

¥ Far LIS legal scholars, second dimension of canstilutionalism is not e new bermesinge mest
of ther tend o think of constitational government as a system of legal rules and institutional
festrain on power W prodect peivate rights. Ta them, constitutionalism consists chiefly in
knowing the niember and kinds of rights that deserve constitulianal protection o7 in examining
tve brestitutional mrechonisms that it and balance the powers of govemment. Ses Marmum
Darsen etnl, 2003, Comparative Censtitufipnalisin Case and Malerials, Thomson arvd West;
Gee alse Robert P Kraynak, Toequevitle ¥ Constimnonalizm, The American Priitical Schence
Feview, Vil &1, Mo, d (Dec., 1987, pp. 1075-1155

" hfark Toshnet. Supm note B

i [Mzkusi mengesa thin don bk versien dieri rle ol law dapat dilibar d Cuvid Teubek, T
Bule of Law in Mevelopreent Assisiance: Sasn Prosent and Fatrere i David Trobek & Alvaro
Samios el 2008, The Mew Law ond Developimens: A Criticsl Ampiaisil, Combndge, Cawibandge
Ueniversily Press :
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substansial dan rede of Tow dalam tradisi common fne ataw rechtstacr dalam
trad s cropa confinearal ™.

Berbicara tentang konstitusionalisme, kita tidak bisa melepaskan
keterkattannya dengan ide-ide tokoh-tokoh yang biasa dischut begawan
konstitusionalisme yang telah banyak menyumbangkan konsep-konsep
mrengenal konstitusionalisme. Pasda tahep i juga tendspat satu begawan bukum
dalam bulimy konstitusionalisme vane mempunyan andil besar dalam
pengembangan konsep konstitusionalisme. Ronald Dworkin, penerus HLA
Hart sebagai guns besar jurisprcence di Oxford University, menipakan tokob
vang dipuja dan banyak pula menua kritik. Mamun butir-butse pemikirannya
tidak bisa dinilai rendah bagi perkembangan konsep konstitusionalisme di
dunia terutama dalam hal penafsiran konstitusi,

Tulisan-tulisan Ronald Dworkin baik dalam bentuk jumal maupun buku
selama tiga dekade terakhir, terutama buku Taking Rights Seriously pada
tahun 1977 dan Law’s Empire pada tahun 1986 telah menimbulkan pengaruh
vang besar pada perkembangan hukum khususnva hukum tata negara. Tulizan
ini akan berusaha mengupas butir-butir pemikiran Ronald Dworkin tentang
konstitusionalisme vang tersebar dalam tulisan-tulisan sang begaawan baik dalam
bentuk bukumaupun jurmal

B. Butir-Butir Pemikiran Dworkin mengenai Hak dan Moral Reading

Ronald Dworkin sanzat terkait dengan positivisme hukum. Hampir
tlisan yang dipublikasikan diambkan peda kntik terhadap postivisme hukom
meskipun terkadang tidak secara langsung, Dhworkin berpendapat hukum
tidak hanya aturan positif yang bersumber pada suatu otoritas kekuasaan
namun juga mencakup standar tes yvang lelih berdasar pada prinsip hukuim
yang fidak bersumber pada otoritas kelomsan. Namun demikian menurutnya,
meskipun tidak bersumber pada otoritas terterstu, prinsip huboun adalab bagian
chart hukum, karena mempunyai peran vang sama dengan aturan positit dalam
hal pengakuan hak dan kewajiban subyek bukum. Dworkin menganggap
posativisme mempunval kelemahan karena tidak mengakoud prinsip hukom yane
tidak betsumberkan oionitas tertentu

mnnsep supremiasd bukem dipers enalkon eleh AN Dicey in Infroduction fe the Stady of the
Eaay el hee Constituticn (R1h Edition with new Inirodectiony (89157,

446



Tesis hak didasarkan pada peebedaan antacs hak dan tajuan: asas
dan hebijakan sebapai dasar bagy perinibangan hakim dalam memutaskan
sesuaty. Tiga karakteristik vang membedakan amara hak dan tujuan: asas
don kebijaken.

Pertama, hak mempunyai kankier individual dalan ani balowa hak
metekat pada individu-individu sedanpkan ujuan tidak melekat pada individu
tertant, Dengan demvikian, untuk meneniukan apakah suntu hak terlanggar
atau fidak, maka harus dilakukan pemenksaan fakta-fakia yang berbubungn
dengan individu terentu. Sedangkan unmk menentukan apakal suatu tujuan
diabaikan atau tidak tercapai, sangat penting untuk melakukan pemeriksan
fkita-fakta yang terkait tidak hanya individu-individu tertentu.

Kedua, tujuan adalah hasil dan proses politik yang biasanya sermbang
clan difimbang antara tujuan-tjuan yang berbeda menggunakan aturan utilitman
sehingpa memberikan sedikit atau lebih baryak keuntungan kepada seseorang
dapat dibenarkan jika dapat menunjukkan bahwa tujuan tersebut akan
membawa keuntungan yang lebih banyak kepada banyak orang. Sedangkan
hak, meskipun depat ditimbang satu dengan yang lain, mempuny:a bérat tertentu
jika difimbang dengan fujuan umum terenti serta hanya bissa dikalahkan oleh
tujuan vang mempunyai urgensi khusus. Ketipga, keadilan menurot Drworkin
mensvaratkan suatu konsistensi dalam penegakan hak individu namun tidak
membutulkan konsistensi akan promosi iujuan bersama.

Dengon melakukan permbedaan tersebut, Dworkin berharap uriuk
menghindari kesulitan-kesulitan dan masalak-masalah yang melekat pada
positivisme hulamm dimana hakim bebas meladadan diskresi untuk memutuskan
masalah-masalah yvang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangai.
Sulah satu masalah tersebut adalah mendamaikan peradilan yang akut dengan
ide dasar demokrasi yang bersendikan keduulatan rakyat dimana pejabat
yang dipilih rakyat tetap bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih.
K esulitan atau masalah pertama ini dalam literatur ketatanegaraan sering
disebut sehagai istilah “counter majoritarian difficulty” yang di lontarkan
oleh Robert Bork dan pengikutnya.

Menurut pengusang “coretter majoritarian difficulty”, hakim-hakim
peradilan konstitusi vang tidak dipilih langsung oleh rakyvat kemudian
membatalkan legislasi yang dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyal yang
dipilib bangsung oleh makyat, Dengan dernikaan, hakim-hakim iersebut tidak
bisa diberikan kewenangan untuk menafsirkan kebijukan vang sesual dengan
keinginan rakyat serta kewenangan dalam mengu kebijakan-kebijakan yang

447



bertentangan dalam berbagai situasi oleh institasd-nstitus vang berlmnan
Dworkin menekankan bahwa masalab coseter mayeraarin difficedn idak
akan terjadi apabila putusan pengadilan didasarkan hanva pada asas
funclamental,

Kritik umum yang serng ditugakan erhadap hakim-hakim Amenka
adalah mereka membenkan pertimbangan putusan yang sangot filosols dan
Fonald Dworkin sdalah akadermisi vang mendukung tendens tersebut, barena
rrenumtiya, memang sodah sebanssnya hakim melakukan pendekato lilosolis
tersebut. .

Peningkatan kualitas konstitusionalisme terutama pada pulusn-pubisan
konstitusi dapat ditingkatkan melalul “fussion of eonstitunional lew and moral
theory”". Demikianlah yang dikemukakan Ronald Dworkin pada tbun 1977
yvang kemudhan teon ind dikenal dengan mosal reading of constinution, Travorkin
memberikan abstraksi dari teks-teks konstitusi seperti kebebasan
berpendapat, due process, dan kesamaan bapi warga, Teks-teks konstitusi
i memberikan landasan bagi prinsip kesamaan dan kebebasan dan hakim-
hakim yang menafsirkan konstitusi hams mesesaphan prinsip-prinsip in dengan
memberikan penafsiran terbaik yang sesuai dengan moral. Sesuai dengan
kedudukannya, konstitusi menurut dworkin tidak cubup ditafsirkan secara
umum saja karena menatsirkan secara umum dapat menurunkan derajat
konstitusi ke level perundang-undangan.

Dwaorkin berargumen, pertama, hakim-hakim tidak akan bisa bebas
untuk menggeunakan diskresi ketika memutus permasalahan hubum tertent
termasuk dalam kasus yang tidak mempunyai landasan hukum vang jelas.
Ketika hakim kehabisan landasan vang berdasar pada hubkum positif, hakim
tersebut harus mendasarkan putusannya tedak pada norma bukan hukum atau
standar non-hukum, namun pada suatu prinsip hukum. Prinsip hukum im
méenunt Dhworkin, adalah bagian dan hukum sebagaimana sturan positif dan
mengikat hakim.

Mamun demikian, Dworkin mengemukakan babwa politik tidak akan
bisa dilepaskan dan interpretasi konstitus: sebagaimana jaga interpretasi
konstitusi harus telap mendasarkan din pada filosofi moral. Dengan
mendasarkan pada pembedaan antara kebijakan dan prinsip hubum, Dworkin
menank kesimputan bahwa interpretasi konstitesi dapat tetap berada di otas
pengaruh politik jika interpretis lersebut benar benar didasarkan pada prinsip
VAT
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Bagaimanakah mencmukan prnsip hukuming. Praerkin menjelaskan
bahwa prinsip-prinsip hukum dalam penafsian konstits herns meladun saatu
proses penarikan atau abstraksi prinsip konstinsionalisme berdiasarkan “hesr
{ight interpretation’™ dan tean “law as infegrin ™,

Secara khusus, Ronald Dworkin dengan melihat karakterisak
konstitusionalisme amertka mendukung penuh hak aborst. cuthanasit.
affirmarive netion, dan kebehasan berpendapal, Menurutnva, pengadilan
terikat akan prinsip-prinsip konstinsionaliste mengena kebehasan individual
meskipun lembdga perwakilan rakyat mungkin membuat peraturan yang
sebaliknya.

Hak aborsi menurst Dworkin adalah contoh yang penting bagi
implementasi prinsip konstitusionalisme. Menurutnya, legishatif bisa syja
memberikan batasan pada aborsi, namun amandemen ke-empat belas
menvatakan bahwa tidak ada seorangpun yang bisa direnggut kehidupannya,
kebebasannya, dan harta hendanya tanpa due process of law. Prinsip
konstitusionalisme yang utama disini adalah kebebasan dan dengan ini wanita
herhak mempunyai kebebasan untuk memiiih yang terbaik baginya.

. Relasi Pemikiran Dworkin dan Konstitusionalisme Indonesia

Fuitir-butir pemikiran Dworkin bagi konstisionalisme Indonesia lebih
terlihat jika dikaitkan dengan penafsiran konstitusi. Sebelum membahas
mengenai substansi penafsiran yang berkaitan dengan pemikiran Drworkin,
ulasan mengenai Mahkamah Konstitosi (ME) sebagai pemegang kekuasaan
kehakiman dalam hal penafsir konstitusi dipesfukan.

Pada mulanya, sejarah berdirinya lembaga Mahkamal Konstiwsi
(MK ) diawali dengan diadopsinya ide MK (Consti rttonal Court) dalam
amandernen konstitusi yang dilakukan cleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
{MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24
avat (2), Pasal 24C, dan Pasal 78 Undang-Undang Dasar 1943 hasil
Perubahan Ketiga vang disahkan pada 9 November 20017

Ide perbentukan MK menupakan sailah satu perkembangan pemikirin
hukuwm dan kenewarnan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah
disahkannya Perubahan Ketiga LIUID 1943 maka dalam rangka menunggu

T bt weww mah s aimabkeaatitsi go,nd
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pembentuban ME, MPR meretapkan Mahbamah Apung (MA ) menjalankan

fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dadam Pasal 11 Aturan

Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintab

kemudian membuat Rancangan Undang.Undang mengenai Mahkamah

Konstitusi, Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah

menvetujui secara bersama UL Nomaor 24 Tahun 2007 tentang Mahk amah

Konstitust pada 13 Apustus 2003 dan disabkan oleh Presiden pada hari 1w

{Lembaran Negara Nomar 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor

47116). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalu

Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik hakim konstitusi

uniuk pestama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan

para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan ME selamjutnyva adalah pelimpahan perkara dan
MA ke ME, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai
beroperasinya kegiatan ME sehagai salah sat cabang kekuasaan kehakiman
menurut ketentuan UUD 19451,

Berdasarkan ketentuan umum UL ME, discbutkan bahwa ME adalah
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD
Tahun 1945. Kemudian di dalam Pasal 2 U vang sama dijelaskan pula bawah
Mithkamah Konstinesi merupakan salab sat lembaga negara vang melalonkan
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyvelengparakan peradilan guna
menegaklkan hukwn dan keadilan.

ME berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifi final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang- ndang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
1945;

c.  memuitus pembubaran parai politik; dan

4 memutus perselisiban tentang hasil pemibiban umum,

Dilihat dari sistem ketatanegaraan, ME mempunyai fungsi untuk
menpawal {fo guard) konstitusi, agar dilaksanakan dan dibormati baik

2 Ihd
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penvelengrar kekuasaan negarn madpun warga negara. Mi juga didaubad
menjads penalsir akhur kst

Istiliah penalsinm kotstitus menipakan terjemahan dan comstironal
tnterprenation mertpakan penafsiran terhadap Ketentuan-hetentuan yang
terdapat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar™, Mengenai ukuran
kejelasan dalam peraturan perundang-undangan {termasuk konstitusi atau
L'ndany-! Inclang Dasar .

Adla 2 (dua) teon penean hukum, yanu; (1) penemuar hukim
heteronom; dan {2} penemuan hukum otonon. Penemiian hukurn heteronom
terjadi pacda saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum
menganggap dirinya terikat poda kaidali-kaidah hukum yang disodorkan dar
luar dirinva. Diandaikan bahwa makna ataw isi dari kaidah pada prinsipnya
dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat
ditetapkan dengan cars yvang sama oleh setiap orang,

Penernuan hukum ofonon ainya menuniuk pada keninbusi pemikiran
hakim. Hakim dapat memberikan masukan ataw kontribusi melalui metode-
metode interpretasi vang sesuai denpgan model penermuan hukun legistik atas
melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi
telealogikal dan evolutif-dinamikal dimana bakim menetapkan apa tujuan,
rentang ;angkauan atau fungsi dari suatu kaldah hukom, kepentingan-
kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum ing, dan apakan
kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum i diterapkan
ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual.
Metode interpretast teleologikal dan evolutil=dinamikal ini juga membenkan
kepada hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang
pada suatu saat secara umum selalu diberikan pada suatu kaidah hukum
tertentu masih sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat™.

Adapun menurut Jimby Asshididigie, penatiiran merupakan kegiatan
yang sangat penting dalam hukuem dan ilno hukom. Penafsiran menupakan
metode untuk memahami makna vang terkandung dalam teks-teks hukum
untuk dipakai dalam menyelesatkan kasus-kasus atau mengambil keputusan
atas hal-hal yang diledapi secars kongknt, Disamping i, dalam bidang hukam

—

BAahkarnah Konstitusi Kepuhik bdonesia, Dvbem deera Mefhanatt boasiien, Sekrelanil
fenderal dan Eepaniternon Mabikaan Borstinsl, Jakorin, 20U, blue 64,
W ahikamah Eonstitesi Republik Indonssss, Mok doaed Mafkamel. . (T T 1Y [ T B
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tata nepara, penalsiran dalam hal im judicial interpretations { penafsimn oleh
hakan ), Jugs dapat bertungst sebagan mctode perubahan konstituss dalwn ai
menambah, mengurang, ata memperbaiki makna vang terdapat dalum eks
undang-undang dasar

sejak berdin, Me telah memutus kurang bebil 900 perkara, Pulusan
i1 dapat dikatakan sanpat bunvak dan menandakan adanya judicial activism
vung fuar biasa oleh MR Tk hanva dare segs kuantias, kualitas putusan
ME-pun mempunya derajat kepercavann yang bk paling tidak dari sepi
integritis hakim-hakim MK dan tingkat penerimeaan yang tinggi oleh masyarmbot
luas, Namun demikian, terdapat juga kritik dalam putusan ME misalnva
mengenai ultra petita dan lainnyva, Katik ini tenta saja sangat berkaitan dengan
kualitas putusan yang tidak lepas hubungannya dengan kritik mengenai “counter
majoritarian difficulty” vang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam konteks inilah kemudian penulis memajukan moral reading
dalam pengujian konstitusional di ME_ Hal ini tidak Jain untuk memberikan
legitimasi yang kuat dalam tiap-tiap putusan MK sehingga kritik bahwa
keberadaan MK tidak demokratis menjadi gupur dengan batasan-batasan
interpretasi hukoum berdasarkan moral reading, Langkah pertama yang harus
dilakukan dalam rangka penerapan moral reading dalam pengujian
kenstitusional adalah menenikan “furdamental principles” dalam ser putusan
ME yang memutus objek vang sama

D. Penutup

Pemikiran Dvvorkin mengenai penafsiran konstitusi dapat menjadi
guidelines dalam melakukan penafsirn konstitusi schingga putusan-putusan
Mk dapat menjadi putusan yang sesuai dengan nilai fundamental yang
dunginkan elch UUD 1945, ME vang bekerja di ranah hukum, politik, moral,
dan sosial dengan menerapkan prinsip nila fundamental skan dapat mempursvag
legitmasi dalam setiap putusannya.

imly Asshishidegic, fengarsar Seen Wk Tt Negerew, Sebieacat Jendernil dan Kepanilernnmn
ffalikamali Konstites, Inkana, 20% . him, 274
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